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DASAR HUKUM KUALIFIKAS]I PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil 1. Kepala: Eselon II-b, pendidikan minimal $1/52
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Sekret.aris/Kabid: Eselon llla, pendidikan minimal $1/52
2. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 i ﬁ:;ﬂg;gjﬂ;ﬁe‘x T
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ’
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 2;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan
Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah.
8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang




e-POKIR

Phase

Bappeda

Anggota DPRD

OPD

Sistem e-Pokir

dibuka

Bappeda meneliti
dan mengkoreksi
usulan-usulan DPRD

Anggota DPRD
mengisikan usulan
Pokok Pikiran

l

Bappeda

mene ruskan ke OPD
dimaksud

OPD meneliti dan
mengkoreksi usulan

Usulan bisa

Dikompilasi untuk
bahan dokumen
selanjutnya

4

diterima?

T
h 4

Ditolak dengan

Selesai

keterangan alasan




